
78 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dari Bab I sampai dengan 

Bab IV penelitian hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 

1. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia 

masih terdapat perbedaan penafsiran di antara para penegak hukum di dalam 

mengaplikasikan ketentuan perundang-undangan pada proses penegakan 

hukum pidana, hal ini dapat dibuktikan dengan masih digunakannya Pasal 303 

KUPidana untuk menjerat dan menjatuhkan vonis bagi para pelaku tindak 

pidana perjudian online seperti pada contoh kasus Putusan Nomor 

2475/Pid.B/2019/PN.MDN dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pnn, 

sedangkan sudah ada aturan khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) 

Undang-Undang ITE, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan asas lex 

specialis derogat legi generalis yang bermakna ketentuan khusus 

mengesampingkan ketentuan umum yang juga terdapat dalam ketentuan Pasal 

63 ayat (2) KUHPidana. 
 

2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perjudian 

online di Indonesia terutama karena faktor masyarakat dan kebudayaan itu 

sendiri yang masih berbeda sudut pandang dalam menilai perjudian apakah 

termasuk perbuatan yang diharamkan oleh agama ataupun merupakan 

perbuatan tercela atau justru hanya sebatas sebagai bentuk hiburan. Kemudian, 

faktor lainnya adalah penegakan hukum terhadap perjudian online masih 

terbatas kepada para pelaku perjudian online selaku pemain yang notabene 

berpenghasilan rendah, sedangkan bandar-bandarnya yang meraup keuntungan 

besar seperti website “MEGABET77” dan “Pangeran Toto1” yang disebutkan 

di dalam Putusan di atas tidak tersentuh hukum. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, kiranya 

ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai masukan terkait penegakan hukum 

terhadap tindak pidana perjudian online, yaitu sebagai berikut: 

1. Diperlukan sinergitas antara para penegak hukum di dalam menafsirkan 

peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pengaturan perjudian online 

yang sudah ada aturan khusunya yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 

Undang-Undang ITE, sehingga tidak menggunakan lagi Pasal 303 KUHPidana 

yang nyata-nyata tindak pidana tersebut merupakan perjudian online. 

2. Untuk mencegah tindak pidana perjudian online, Kementrian Informasi dan 

Informatika (Kominfo) harus semakin tegas dan cermat di dalam melakukan 

pemblokiran situs-situs perjudian online sehingga masyarakat yang berniat 

untuk bermain judi online ini sulit untuk mengaksesnya. 

3. Edukasi sejak dini wajib diberikan oleh semua pihak kepada generasi muda, 

mulai dari lingkungan paling dasar yaitu keluarga sampai dengan pendidikan 

formal (dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi) agar menyadari bahaya dari 

perjudian online tersebut. 
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